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BAB IV
ANALISISHUKUM ACARA PELAKSANAAN SIDANG KELILING

(Studi Kasus di Pengadilan Agama M ugkid)

Pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Aganiagkid sesuai
dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama NuimMdmor : W11-A30/
80.A/Ku.04.2/Sk/l/2012 Tentang Penentuan Tempatar®id Keliling Pada
Pengadilan Agama Mungkid menetapkan tempat sidahiing pada Pengadilan
Agama Mungkid Tahun Anggaran 2012 di Balai Desaiafakrik Kecamatan
Kaliangkrik Kabupaten Magelang, yang mana untukydipelaksanaan Sidang
Keliling tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilagarha Mungkid kegiatan
1054 Akun : 521219 ditetapkan pada tanggal 5 Jan2@i2 oleh Ketua
Pengadilan Agama Mungkid.

Sidang keliling Pengadilan Agama Mungkid dilaksaarakeminggu sekali
yakni tiap hari Kamis di Kantor Balai Desa Kaliangkkecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang, yang jaraknya kurang lebihKBOmeter dari Kantor
Pengadilan Agama Mungkid. Dilaksanakan di tempasetaut karena dapat
menjangkau 3 (tiga) Kecamatan, yakni Kecamatan ndajoBandongan dan
Windusari. Kecamatan-kecamatan tersebut dipandaamiliki jarak tempuh
yang cukup jauh dari gedung Pengadilan Agama Muhgiehingga untuk
mensukseskan program BADILAG vyaitluctice for all maka digelar sidang
keliling di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelayang berada di tengah-

tengah tiga Kecamatan tersebut.
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Terkait pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakada Pengadilan
Agama Mungkid pada dasarnya, pelaksanaannya meak@umukum acara yang
sama dengan hukum acara yang berlaku pada sidasa ¢ gedung Pengadilan
Agama Mungkid, karena secara teknis tidak ada permatyang menerangkan
tentang tata cara pelaksanaan sidang keliling aedaci. Dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentaedoman Pemberian
Bantuan Hukum hanya menjelaskan secara umum terpamgelenggaraan

sidang keliling.

A. AnalisisHukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling
1. Hukum Acara Pra-Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling
1) Pendaftaran perkara :

Untuk pendaftaran perkara pada sidang keliling sdemgan
pendaftaran perkara pada sidang biasa, yakni dirgeBengadilan
Agama mungkid pada Lantai 1 yang beralamat di dek&rno-
Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang. Mengenasgdornya
sesuai dengan Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanagas Tdan
Administrasi Peradilan Agama, yaitu menggunakatesismeja
seperti yang telah penulis terangkan pada bab III.

Untuk mengawali proses beracara di Pengadilan Agama
diawali dengan mengajukan Surat gugatan/permohgaag, mana
surat ini pada umumnya diajukan secara tertulisjukan kepada

Ketua Pengadialan Agama Mungkid, dengan menguradeaitas
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dan tempat kediaman/tempat tinggal pihak berperkdesmurutM.
Yahya Harahap, yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah
tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempanaenya
berdiam. Kemudian beliau menjelaskan, bahwa yantgadedasar
untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalatu Randa
Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT) atawatS
Pajak

Mengenai identitas dan tempat tinggal, berkenaamgate
kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid, yargantelah
penulis jabarkan pada bab Il mengenai daerah leslara relatif
dari Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri darik&camatan.

Dalam surat gugatan/permohonan tersebut juga Hamai
tentang kronologis kejadian dan alasan pengajuakage atau
yang disebut sebagabsita serta tuntutan yang dimohonkan atau
petitum

Gugatan/permohonan  diajukan secara tertulis yang
ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumeayalitujukan
kepada Ketua Pengadilan Agama, hal ini telah sedeagan
ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, sedangkan babakpi
penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca danlisyeapat

mengajukan gugatan/permohonannya secara lisarddpha ketua

! Chatib Rasyid dan Syaifudditjukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada
Peradilan AgamaYogyakarta: Ull Press, Cet. I, 2009, him. 60.
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Pengadilan Agama.Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau
hakim yang ditunjuk mencatat gugatan tersebutjra¢lah sesuai
juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) HBRamana
penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dajagsukkan
dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yamgcatat gugat
itu atau menyuruh mencatatnya”.

Terhadap orang-orang yang tidak mengerti baca, tsilisat
gugatan/permohonan dibantu pembuatannya oleh Retngadilan
Agama Mungkid dengan mendelegasikan kepada haking ya
ditunjuk. Ini sesuai dengan asas aktif memberilmmiakni sesuai
pasal 119 HIR/143 R.Bg.Ketua Pengadilan berwenang untuk
memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atesanya
dalam hal mengajukat gugatannya’itu

Pencantuman identitas dalam surat gugatan/permohona
dalam perkara perceraian serta alasan-alasan yangaan dasar
perceraian tersebut, adalah untuk memenuhi keterfasal 67
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun IB8%ang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengatangn
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dadadg-

Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sabizegikut:

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agarfagyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VI, 2005, him.40.
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Pasal 67
“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pa6ati6
atas memuat :
a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu isdam
termohon, yaitu istri.
b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak”.

Namun saat penelitian penulis memeriksa beberapeade
Berita Acara Persidangan (BAP) terdapat beberapaat su
gugatan/permohonan yang tidak ada dasar hukumngakipun
telah mencantumkan kronologis atau fakta kejadiamum lebih
baik jika memuat dasar hukum. Misalnya, Pasal TafiuPP No.
9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakaintara suami dan
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan peglearan dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam runtahgga.
Karena jika isi dari surat gugatannya tidak jeltss€uur libe) atau
tidak sempurna akan berakibat tidak diterimanyaatpry tersebut
atau NO Niet Ontvankelijk Verklaajt

Dalam buku karanganAbdul Manan yang berjudul
Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadiAgama
menyatakan bahwa gugatan yang tidak ada dasar myleusudah
pasti akan ditolak oleh hakim sidang Pengadilaretkardasar
hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang dibuydi

Namun pada prakteknya gugatan tersebut tetap rddaerdan

diperiksa pada sidang keliling.

® Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PegadiAgama,
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, cet. I, 2000, him. 11.
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Unsur lain yang ada dalam surat gugatan/permohadalah
petitum (tuntutan), yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagiakni
tuntutan primer, tuntutantambahandan tuntutansubsider Saat
meneliti berkas BAP sidang keliling, penulis men&amubeberapa
gugatan yang tidak menuliskan tuntutanmer dan subsider
Dalam hal ini penulis berpendapat, sebaiknya dalannat
gugatan/permohonan itu harus menuliskan tuntytemer dan
subsidey agar terhindar dari yang namanya kekeliruan atau
ketidakjelasan antara mana yang menjadi tuntotaaner dan mana
yang menjadi tuntutasubsider.

Harapannya jika tuntutanprimer ditolak, masih ada
kemungkinan dikabulkannya tututaubside,yakni gugatan yang
didasarkan atas kebebasan hakim serta keadilanprmplitusan
yang seadil-adilnyaagquo et bong'

2. PMH (Penetapan Majelis Hakim)

Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) harjake
sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agareaetapkan
Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara dabidgp Ketua
Pengadilan Agama berhalangan untuk melakukan bald@pat
melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atsagsen kepada

Wakil Ketua Pengadilan Agama atau Hakim Senior.

4 Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdata TATA CARA DAN POSES SIBERNGAN,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008/m. 29.

® Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Penadiigama
(Buku I1), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jak20t), him. 25
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Penetapan Majelis Hakim (PMH) pada prakteknya dibua
setelah surat gugatan/permohonan terdaftar di kepaan
Pengadilan Agama Mungkid melalui aplikasi SIADPAiS(&m
Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agamagien waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkiaal, ini telah
sesuai ketentuan Pasal 11 Undang Undang Repubdianésia
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakinagat“(1)
Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus parki@ngan
susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) oraakirn, kecuali
undang-undang menentukan lain, ayat (2) Susunanimhak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariraag hakim
ketua dan dua orang hakim anggotadan Pasal 93 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Repub
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Istigpu
Indonesia Nomor 50 tahun 200%€tua Pengadilan membagikan
semua berkas perkara dan atau surat-surat lain ya@dnubungan
dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepadgels

Hakim untuk diselesaikan”.
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3. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan
perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidamplam
prakteknya Penitera menunjuk panitera sidang dakmuk “Surat
Penunjukan” yang ditanda tangani oleh Panitera &itagn Agama
Mungkid.

Penunjukan Panitera Sidang (PPS) ini telah sestantuan
Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik IndonEsimor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimddakim dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibalghy seorang
panitera atau seorang yang ditugaskan melakukanenjehn
panitera” dan Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana teldaldidengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2686
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 9200
sebagai berikut:

Pasal 96
“Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan auistriasi
perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitbfada, dan
Panitera Pengganti”

Pasal 97
“Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Paaria

Pengganti bertugas membantu hakim dengan menghaidin
mencatat jalannya sidang Pengadilan

® Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyyah di Indonesidakarta: IKAHI, 2008, him. 150
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4. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Setelah menerima berkas perkara Ketua Majelis Hakim
setelah mempelajari berkas dalam waktu selambdidtnga 7
(tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan harnsjfla

Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim
memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal parakpipang
berperkara dengan tempat sidang keliling. Hari reidaertama
tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tangga¢ndaftaran
perkara tersebut, kecuali undang-undang menentakan

Penetapan Hari Sidang (PHS) ditandatangani oletuaKet
Majelis Hakim, dan dalam penetapan tersebut Ketuajehd
Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti ukunt
memanggil para pihak untuk datang sesuai waktutel@apat yang
telah ditentukan dalam sebuah “Penetapan” Haringida

Penetapan Hari Sidang ini dibuat oleh Ketua Majekdkim
untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (1) ‘ldd8udah surat
gugatan yang dimasukkan itu atau catatan yang dipat itu
dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakuntuk itu,
maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara ikana

diperiksa dimuka pengadilan negeri”

" Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Penadiigama
(Buku I1), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jak2®tt), him. 26.
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5. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita penganti a&sntah
dari Ketua Majelis Hakim. Pemanggilan terhadap pgahak atau
kuasa hukumnya disampaikan secara resmi dan aterima
oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa merdéentss-
lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, aedengan Pasal
26 ayat (4) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksabaaang-
undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sétefgyurusita
pengganti tersebut melaksanakan pemanggilan kegatim belah
pihak berperkara dengan membuat berita acara gandglaas.

Jurusita pengganti memanggil para pihak di tempdisknan
pihak sesuai alamat yang dicantumkan dalam surat
gugatan/permohonan dan apabila bertemu dengan
penggugat/pemohon, dimintakan tandatangannya. kpallak
bertemu dengan pihak penggugat/pemohetaas diserahkan
kepada kepala desa setempat untuk disampaikan &epiadk
penggugat/ pemohon, dengan meminta perangkat desg y
bersangkutan membubuhkan tandatangannyarpéats.

Pemanggilan terhadap tergugat/termohon, dilakulemgan
cara yang sama, akan tetapi perbedaannnya, jurasitgerahkan/
melampirkan surat gugatan/permohonan. Sesuai depasal 26

ayat (5) PP no. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanadarigrundang

8 Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Penadiigama
(Buku I1), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jak2®t), him. 27.
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No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawainapariggilan kepada
tergugat dilampiri dengan salinan surat gugdtanSerta
menerangkan bahwa terhadap surat gugatan/permohiersabut
pihak tergugat/termohon dapat menjawabnya secaen latau
tertulis yang diajukan pada sidang yang telah ditean
sebagaimana tertera padalaas yakni di kantor balai desa
Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik untuk disidangkatalam

sidang keliling.

2. Tata Cara Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang K eliling
1. Upaya perdamaian
Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan PERMA Kdamo
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadildpaya
perdamain ini dilakukan oleh majelis hakim apabiidua belah
pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melaloses
mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihaf parperkara
menghadap mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Ralfaaid, M.H.
Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukyanketua
majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan geggt/
pemohon asalirfpersor), bila inpersontidak dapat hadir, kuasa
hukum membuat surat kuasa khusus untuk mediasi.uNapabila

pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, upgerdamaian
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dilakukan oleh majelis hakim dengan cara menasepdtak
penggugat/pemohon dalam persidangan.

Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidasgperti
yang telah dijelaskan pada pasal 82 ayat (4) Undadgng No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimaah t@libah
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UndaiguténNo.

50 tahun 2009, sebagaimana pula dijelaskan padd Ba$P No. 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang N@ahin
1974 Tentang Perkawinan:
Pasal 31
1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha
mendamaikan kedua belah pihak.
2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikpat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatny
imperatif, karena apabila proses ini tidak dilaksanakan maka
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PasalHIRO54
R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukDalam
pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwkaperyang

bersangkutan telah diupayakan perdamaian melaldiasiedengan

menyebutkan nama mediator yang bersangKutan.

® Ahmad Kamil,Kebijakan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Lembaegdiasi
dalam Penyelesaian Sengketa Perd&akalah Seminar Nasional “Mediasi dan Bantuan Hukum
di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda dan ProbliaatDisampaikan Pada Hari Sabtu, 21
Januari 2012 di Auditorium Prof Kahar Muzakkir Uaisitas Islam Indonesia, Yogyakarta, him.2.
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2. Pembacaan surat gugatan/permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakelahset
pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patap tedak hadir.
Apabila pihak lawan (tergugat/termohon) pada sidaegama tidak
hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihakgyiatak hadir
sekali lagi. Sesuai dengan yang tercantum padal Pa€a127
HIR/150-151R.Bg. untuk panggilan yang kedua kalinya

Dan ketika pada saat dihadiri oleh kedua belah kpiha
berperkara, pembacaan surat gugatan/permohonanebuérs
dilakukan setelah diupayakan perdamaian memalisesranediasi
namun tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan meaksn surat
gugatan/permohonan yang diajukan penggugat/pemohon.
Pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut ditedesa dalam
sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkarecepaian
majelis hakim harus membacanya dalam sidang tertwiotuk
umum.

Pembacaan surat gugatan dilakukan oleh Pengguamatosth
kuasa hukumnya, kecuali jika Penggugat buta hurtdu a

menyerahkannya ke panitera sidahg.

3. Jawab-menjawab

Tahap pemeriksaan jawab-menjawab dilaksanakan aketel

pembacaan surat gugatan/permohonan dan pihak

him. 96.

19 Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agam&Jakarta: Rajawali Pers), 1991,
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penggugat/pemohon telah menyatakan cukup atas surat
gugatan/permohonannya.

Mengenai jawaban tidak ada peraturan yang mewagibka
tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, dalesal R21 ayat
(2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) R.Bg. hanya menentldawa tergugat
dapat menjawab baik secara lisan maupun tertagabdan tergugat
dapat berupa pengakuan ataupun bantarenweéej.

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dgabila
dalam jawabannya terdapat gugatan balilekgnpengi pihak

tergugat rekonpensi diberikan hak jawab rekonpgasin

. Pembuktian

Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dadanat
gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mee@gajalat-
alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-sakR&mikian pula
dengan pihak tergugat/termohon diberikan hak yammas untuk
mengajukan kontrabukti guna menguatkan dalil mauplasan
bantahannya.

Bukti tertulis pada lazimnya berupa keterangan ddirdari
kepala desa setempat dan fotokopi Kartu Tanda Rekd(KTP),
keduanya untuk membuktikan tentang haknya dalamgajekan
perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid.

Sedangkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaltargan

alasan gugatan/permohonan menghadapkan saksi-sakisik
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memberikan keterangan dalam persidangan yang iterdhulu

melafaldkan sumpah/janiji.

Untuk pemeriksaan bukti saksi pada perkara pegamrai
berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada pedriasa. Dalam
Pasal 145 HIR/172 R.Bg pihak keluarga merupakani sag tidak
dapat didengar atau diterima keterangan kesaksianhjamun
terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerak)takaksi-saksi
dihadirkan dari pihak keluarga baik keluarga pewgggtpemohon
maupun keluarga tergugat/termohon yang didudukkdagai saksi
maupun diangkat sabaghakam Sesuai dengan Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasaebégai
berikut :

Pasal 76

1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasaigaq,
maka untuk mendapatkan putusan perceraian harusndiar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluartgu arang-
orang yang dekat dengan suami istri.

2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi ngnsifat
persengketaan antara suami istri dapat mengangkatrasg
atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atauparang
lain untuk menjadi hakam.

Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam &

Nisa’: 35 sebagai berikut:

@M e QY A Ohes oy AN 74 ANOX du )
B-ODPAD A Ha g0 6 QOB &P B OO
ORS00 SILOHN 4 FOERIQ

QRO Lo BNV RELOL ¢IIOHE 4 FOERO S0
P A0 er"O®0dR0 4 OREHONY #AHHOOKORO
A Forde OHRO Lo NOL &+ &0 OTD + 7 F

UWHRD S COORNEAE o COORNHIN ¢8 LXK
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Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengkataantara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan
jilka kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada Suam
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisa'’: 35)

Pengangkatan Hakam menurut hukum acara merupakan
“tindakan insidentil” dari hakim, sebelum hakim rjeohkan
putusan akhir. Yakni dengan cara putusan sela.nbalatusan sela
tersebut diangkatiakam serta menjelaskan yang menjadi tugas
hakam.Serta menentukan jangka waktu batas tugdseam.Selama
masa jangka waktlakammasih berjalan maka pemeriksaan perkara
ditunda®*

Namun saat wawancara dengan dengan salah satu hakim
Pengadilan Agama Mungkid beliau mengatakan, untstidah
Hakam antara hakim-hakim yang terdahulu dengan hakim yang
sekarang, maksudnya yang telah dibina oleh Mahkafgimg
sekitar tahun 90-an itu sudah lain. Kalau dulu mmaku menyebut
hakam, tetapi sekarang karena Undang-Undang Pamadijama isu
itu sudah, meskipun telah menyebutkan tentaaigamtetapi tidak
memberikan kewenangan yang jelas tentaakpm,dalam Undang-
undang peradilan Agama hanya menyebutkan “dapatigaregkat

hakam,jadi sifatnya tidak wajib, sehingga hakim-hakim aeing

1 vahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama &dgd
Undang No. 7 Tahun 1989akarta: Pustaka Kartini, 1993, him. 275.
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cenderung tidak mengangkat hakim meskipun mendidangaksi
dari keluarga, karena hanya sebagai saksi mak& &da bentuk
penetapan. Bukan faktor sidang keliling namun teingag majelis
hakimnya. Kalau hakim-hakim tempo dulu model septrt kalau
yang sekarang banyak yang meninggalkan model $@pétt

Menurut penulis pengangkatdrakam harus tetap dilakukan
mengingat hal itu sudah diterangkan dalam Al-Qur&urat An-
Nisa’: 35. Sedangkan Al-Qur'an merupakan sumberulykmaka
pengangkatanHakam untuk perkara gugatan perceraian yang
didasarkan atas alasan syigaqg harus dilaksanakan.

5. Kesimpulan

Setelah tahap pembuktian selesai pemeriksaan tikanj
dengan memberikan kesempatan pada kedua belah lpenad&rkara
untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan. nifrgan
tersebut dapat diajukan secara lisan maupun sdegrdis yang
menggambarkan tentang kejadian-kejadian dari keden
pemeriksaan dalam persidangan sampai pada kesimpileak
berperkara untuk tetap teguh dalam dalil, alasam tdatutannya
dengan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menurut Roihan A. Rasyid dalam bukunya yandperjudul
Hukum Acara Peradilan Agamanenyatakan, karena konklusi

(kesimpulan) ini sifatnya untuk membantu majeliad® umumnya

12 \Wwawancara dengan: Drs. Jazilin, (Hakim PengadNgaman Mungkid), Hari Jumat,
12 April 2013, Pukul: 08.18 WIB, di Ruang Hakim ltanll Gedung PA Mungkid.
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konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yasgnpel,
sehingga hakim dapat meniadakantya.
6. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah seldaliapan
pemeriksaan dalam persidangan selesai dengan ddengs
dinyatakan diskors dan majelis hakim mengadakanyawsrah
dalam sidang khusus tertutup untuk umum. SesuajateRasal 161
HIR/188 R.Bg.

Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasi
masudnya apa yang dihasilkan dalam musyawarahbtérémnya
diketahui oleh anggota majelis hakim yang memerikgakara
tersebut sampai putusan dibacakan pada sidandéeumuk umum.

Pada dasarnya panitera yang ikut sidang tidak difzan
untuk mengikuti rapat musyawarah majelis hakim yaifgtnya
rahasia itu. Namun, mengingat bahwa fungsi parieratera
pengganti adalah membantu majelis hakim dengan naging
sidang dan mencatat jalannya sidang Pengadilana rkaekadiran
panitera/penitera pengganti dalam ratap musyawasaklis hakim
tersebut itu dapat dibenarkan jika ketua mejelisrhamemandang

kehadiran panitera sidang itu diperlukén.

13 Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan AgaméJakarta: Rajawali Pers), 1991,
him. 132.

14 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pesadifgama,
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, him. 162.
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7. Pembacaan penetapan/putusan

Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketuaelinaj
hakim membuka sidang kembali, dengan menyatakamgidibuka
dan terbuka untuk umum, kedua belah pihak berpardgranggil
kembali untuk masuk ke ruang sidang, kemudian kenhzgelis
hakim membacakan hasil musyawarahnya dengan membaca
penetapan atau putusan.

Pembacaan putusan/penetapan dalam sidang yangakiaga
terbuka untuk umumni, adalah telah sesuai ketentuan pasal 13
Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan
Kehakiman :

Pasal 13

1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terlountak
umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka uniukim.
Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusarbuerse

terdapat pihak yang tidak hadir, ketua majelis imakiemerintahkan
kepada jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agakhangkid
untuk menyampaikan isi penetapan/putusan tersedpada pihak
yang tidak hadir, dengan memberitahukan pada ppitzdd bahwa
terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukaya
hukum. Namun saat penulis meneliti beberapa be&ap di

Pengadilan Agama Mungkid ada beberapa berkas patdangs

keliling yang tidak ada penetapan perintah Ketugeh$aHakim
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(dalam BAP maupun dalam bentuk Penetapan) untuk
memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidakr pada saat
pengumuman putusan. Seharusnya ada penetapanapekistua
Majelis Hakim (dalam BAP maupun dalam bentuk Pereeta untuk
memberiritahukan isi putusan kepada pihak yangktitdir pada
saat pengumuman putusan, sesuai Pasal 179 HIR/Bipdyat (2)
“jika kedua belah pihak atau salah satu daripadanydak hadir
ketika putusan itu diumumkan, maka atas perintatu& i putusan

itu diberitahukan kepadanya oleh seorang pegawapgyaitugaskan

melakukan it

B. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling
1. Kriteria perkara yang dapat disidangkan pada sidafiing

Untuk perkara yang dapat disidangkan pada sidalighngeadalah
perkara yang mana kedua belah pihaknya beradaedali&kecamatan
Bandongan, Kajoran, Kaliangkrik atau di Kecamataimdd/sari. Karena
daerah tersebut dinilai sebagai daerah yang sufiitkutransportasi dan
juga merupakan daerah yang jumlah perkaranya banyzKini
Pengadilan Agama Mungkid tidak membedakan apak&lakgpihak
perkara tersebut termasuk kalangan orang yang maatpu tidak
mampu, selama meraka berada di daerah 4 (empatnkéan tadi maka
perkaranya dapat disidangkan melalui sidang kglijang diadakan di

kantor Balai Desa Kaliangkrik.
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Perlakuan seperti ini sesuai dengan asas-asas daéaadilan
Agama, yakni asasquality® dan asasegalitas® atauasas “persamaan
hak dan kedudukan dimuka hukum”. Asas ini diatuamtapasal 4 ayat
(1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentekuasaan
Kehakiman, yang berbunyi :

Pasal 4

1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak peceia
bedakan orang.

2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaleagatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercagmiperadilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun menurut hemat penulis, kurang tepat apalsks ani
diterapkan pada sidang keliling yang berada di lee@an Jawa yang
rata-rata masih bisa di jangkau karena daerahnybatasan dengan
daratan. Tujuan dari sidang keliling ini untuk mempgan biaya
transportasi bagi para pencari keadilan. Singkajikga pihak pencari
keadilan tersebut adalah orang yang mampu makéa suatkti dia dapat
melaksanakan sidang di gedung Pengadilan Agama taajus dengan
sidang keliling.

Melihat untuk daerah Magelang tidak berbatasan aleradperah

perairan dan hanya berbatasan dengan daratan, masi dapat di

jangkau. Berbeda lagi jika daerah seperti di lwawal yang berbatasan

5 Setiap orang yang berperkara di muka Pengadilataladsama kedudukannya
dalam arti sama hak dan kedudukan dihadapan hukf&ihmad Mujahidin,Pembaharuan
Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamahr'@yah di Indonesia,Jakarta:
IKAHI, 2008, him. 19).

% Dapat diartikan sebag#iak perlindungan hukurdan sekaliguhak persamaan
hukum.(Ibid, him. 10).
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dengan daerah perairan, dan apabila sidang di geldengadilan harus
menyeberangi sungai atau lautan, maka pelaksandamgskeliling ini
sangat membantu dan dapat memperingan biaya traasipbagi para
pencari keadilan yang berada di daerah yang jauhkdator gedung
Pengadilan.

Mengenai lokasi sidang keliling telah disebutkatadaPasal 11
ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 T219:

“Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jautard Kantor
Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkamapgencari
keadilan baik dari segi biaya, transportasi maugnoses apabila
sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama”.

Pada ayat tersebut menggunakan kata “jauh” namdak ti
diterangkan lebitletail lagi seberapa jauhnya atau harus berjarak berapa
kilometer dengan kantor Pengadilan Agama.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor &uh
2010 pada Pasal 15 ayat 2 diterangkan balsidafig keliling dapat
melayani perkara biasa dan perkara prodedisini terdapat “double
job” untuk bantuan hukum karena sidang keliling dsenmerupakan
bentuk bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerirftarnggunakan
biaya anggaran DIPA), akan tetapi dalam sidandikglternyata juga
ada prodeo (bantuan berperkara secara cuma-cuma). Kedua bentuk

bantuan hukum ini dapat berjalan seiringan, padaketluanya

merupakan bentuk bantuan hukum yang berbeda.

2. Tata ruang persidangan.
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Mengenai tata ruang sidang keliling yang dilaksanalli kantor
balai desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabigpa Magelang
telah sesuai dengan dokorum ruang persidangan padsidangan
reguler di gedung Pengadilan Agama Mungkid. Sesuai defgesal 11
ayat (3) lampiran B SEMA No. 10 Tahun 201@udng sidang keliling
diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan dem®ijaga
martabat Pengadilah Ruangan dapat di buka dan di tutup. Dalam ruang
sidang pada sidang keliling di Kaliangkrik jugadpat bendera merah-
putih dan lambang Pengadilan Agama yang diletakltasebelah kanan
meja sidang. Dan tertempel pada dinding belakarg sidang lambang
negara Indonesia yakni Garuda Pancasila.

Meja sidang menurut Surat Keputusan Menteri agaromady 2
Tahun 1986, tentang pembakuan perlengkapan kerjéingkungan
Departemen Agama, berukuran 150 cm lebar, 300 ayapa Menurut
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islaaland Buku
Pedoman Kerja Pengadilan Agama 1985, disebutkancdD@bar, 175
cm panjand’ Mengenai ukuran meja sidang menurut penulis harus
diteliti kembali, dan harus ada pembakuan tentangam meja sidang
yang benar.

Majelis Hakim menggunakan pakaian dan atribut yiateh sesuai.
Meja dan tempat duduk Majelis Hakim terletak di aleberhadapan

dengan para pihak. Ketua Majelis Hakim berada dabrengan,

" Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agamé&Jakarta: Rajawali Pers), 1991,
him. 86.
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sebelah kiri dan kanannya anggota majelis hakiniingiri adalah
panitera sidang.

Hakim Mediator berada di ruangan tersendiri yaknimdishola
dekat ruang sidang keliling. Hal ini telah sesusmghn ketentuan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010tdre
Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pasal 12 sebagéut: ayat (1)
Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurangpgkgnya satu
majelis hakimayat (2)Sidang keliling dapat dikuti oleh Hakim Mediator

dan Pejabat serta staff Pengadilan Agama lainnysuaekebutuhan.



